
KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI LAMPUNG 

'KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI LAMPUNG 

NOMOR : 28/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK 
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

KETUA KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI LAMPUNG, 

Menimbang : bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) 
Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 3 T a h u n 2017 
tentang Pedoman Pencalonan Pemil ihan Gubernur dan Wak i l 
Gubernur , Bupa t i dan Waki l Bupa t i , dan/atau Wal ikota dan 
Wak i l Wal ikota, per lu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan 
u n t u k Pasangan Calon Partai Polit ik a tau Gabungan Partai 
Pol it ik da lam Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur 
Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemil ihan 
U m u m Provinsi Lampung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 2688); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemil ihan Gubernur , Bupa t i dan 
Wal ikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah , terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
T a h u n 2014 tentang Pemil ihan Gubernur , Bupa t i , dan 
Wal ikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5898); 



•2' 

3. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Tata Kerja Komisi Pemil ihan U m u m , Komisi 
Pemil ihan U m u m Provinsi, dan Komis i Pemil ihan U m u m 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah , 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m 
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 05 T a h u n 2008; 

4. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemil ihan U m u m , Sekretariat Komisi 
Pemil ihan U m u m Provinsi dan Sekretariat Komisi 
Pemil ihan U m u m Kabupaten/Kota sebagaimana d iubah 
dengan Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 22 
T a h u n 2008; 

5. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur , Bupa t i dan 
Wak i l Bupat i , dan/atau Wal ikota dan Wak i l Wal ikota 
T a h u n 2018 (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 818); 

6. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemil ihan Gubernur dan Waki l 
Gubernur , Bupa t i dan Wak i l Bupa t i , dan/atau Wal ikota 
dan Waki l Wal ikota (Berita Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2017 Nomor 826); 

Memperhat ikan : Ber i ta Acara Rapat Pleno Komisi Pemil ihan U m u m Provinsi 
Lampung Nomor 63/PP.03-BA/18/Prov/IX/2017 tanggal 08 
September 2017 tentang Persyaratan Pencalonan J u m l a h 
D u k u n g a n dan Persebaran u n t u k Pasangan Calon 
Perseorangan dan Persyaratan Pencalonan u n t u k Partai 
Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik da lam Pemil ihan 
Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung Tahun 2018; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG 
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK 
PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN 
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018. 

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan u n t u k Pasangan 
Calon Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik da lam 
Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur Lampung 2018 
sebagaimana te rcantum dalam Lampi ran I dan Lampiran II 
yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Keputusan i n i . 



KEDUA : Keputusan i n i mu l a i ber laku sejak tanggal d i te tapkan, dengan 
ke tentuan apabila d ikemud ian ha r i ternyata terdapat 
keke l i ruan da lam keputusan i n i akan d iadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

D i te tapkan d i Bandar Lampung 
pada tanggal 10 September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 

NANANG TRENGGONO 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta; 
3. Gubernur Lampung di Telukbetung; 
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
5. Kapolda Lampung di Telukbetung; 
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan 
8. Himpunan Keputusan. 

Salinan sesuai dengan asl inya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

ROVINSI LAMPUNG 
repala Bagian H u k u m , Teknis dan Hupmas, 



LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR 28/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK 
PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU 
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK 
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung T a h u n 2018 adalah 
sarana u n t u k mewu judkan kedaulatan rakyat u n t u k memi l ih Gubernur dan 
Waki l Gubernur Lampung secara demokrat is , langsung, j u j u r dan adi l . 
Gubernur dan Wak i l Gubernur Lampung terp i l ih merupakan pemimpin 
Provinsi Lampung yang d iharapkan m a m p u u n t u k mewu judkan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat d i Provinsi Lampung. 

Bahwa da lam rangka menja lankan amanat Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemil ihan Gubernur , Bupat i dan 
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah , 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemil ihan Gubernur , Bupat i , dan Wal ikota menjadi Undang-Undang, 
yang d ida lamnya mengatur ha l terkai t dengan proses pencalonan dan 
penetapan Baka l Pasangan Calon Gubernur dan Wak i l Gubernur , Bupa t i dan 
Waki l Bupa t i dan/atau Wal ikota dan Waki l Wal ikota, d imana d ia tur bahwa 
KPU berkewajiban membuat pedoman pencalonan. 

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemil ihan 
U m u m Republ ik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemil ihan 
U m u m Nomor 3 T a h u n 2017 tentang Pencalonan Pemil ihan Gubernur dan 
Waki l Gubernur , B u p a t i dan Waki l Bupa t i dan/atau Wal ikota dan Waki l 
Walikota. Da lam rangka men indak lan ju t i ke tentuan pada Pasal 94 ayat (2) 
PKPU tersebut, KPU Provinsi Lampung memandang per lu u n t u k menetapkan 
Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Pedoman Teknis Pencalonan 
u n t u k Pasangan Calon Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik da lam 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung 2018. 



B. Maksud dan Tu juan 

1. Maksud 
Agar penyelenggaraan Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung 
Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ber laku. 

a. U n t u k member ikan pedoman bagi KPU Provinsi Lampung, Partai 
Polit ik, para pemangku kepentingan dan masyarakat la innya dalam 
melaksanakan tahapan pencalonan dalam Pemil ihan Gubernur dan 
Wak i l Gubernur Lampung Tahun 2018; 

b. U n t u k member ikan pedoman u n t u k Partai Pol it ik a tau Gabungan 
Partai Polit ik yang ing in mengajukan calonnya dalam Pemil ihan 
Gubernur dan Wak i l Gubernur Lampung T a h u n 2018; 

c. U n t u k member ikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme 
dan prosedur pencalonan Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur 
Lampung T a h u n 2018. 

Ruang L ingkup keputusan i n i adalah mengatur ha l -ha l teknis yang 
berkenaan dengan pencalonan u n t u k Pasangan Calon Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Pol it ik da lam penyelenggaraan Pemil ihan Gubernur dan 
Waki l Gubernur Lampung Tahun 2018, yang terd i r i dar i : 
1. Persyaratan calon dan pencalonan u n t u k Partai Pol it ik a tau Gabungan 

Partai Polit ik; 
2. Pendaftaran pasangan calon; 
3. Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bagi 

pasangan calon perseorangan; 
4. Penggantian calon; 
5. Larangan dan sanksi ; 
6. Tanggapan masyarakat ; dan 
7. Penyelesaian sengketa tata usaha negara. 

D. Pengertian 

Dalam Keputusan Komisi Pemil ihan U m u m Provinsi Lampung i n i , yang 
d imaksud dengan: 
1. Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung Tahun 2018 

selanjutnya disebut Pemil ihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat d i 
wi layah Provinsi Lampung u n t u k memi l ih Gubernur dan Waki l Gubernur 
Lampung T a h u n 2018 secara langsung dan demokrat is . 

2. Pemil ihan U m u m atau Pemil ihan Terakhir , yang selanjutnya disebut 
Pemilu a tau Pemil ihan Terakhir adalah Pemilu Presiden dan Waki l 
Presiden T a h u n 2014, Pi lkada Serentak T a h u n 2015 dan Pi lkada Serentak 
Tahun 2017. 

3. Komisi Pemil ihan U m u m Republ ik Indonesia yang selanjutnya disebut 
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemi l ihan u m u m yang bersifat 
nasional , tetap, dan mand i r i sebagaimana d imaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemi l ihan u m u m yang d iber ikan tugas dan 
wewenang da lam penyelenggaraan Pemil ihan berdasarkan ketentuan yang 
d ia tur da lam undang-undang Pemil ihan. 

4. Komisi Pemil ihan U m u m Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut KPU 
Provinsi Lampung, adalah lembaga penyelenggara pemi l ihan u m u m 

2. Tu juan 

C. Ruang L ingkup 



sebagaimana d imaksud dalam undang-undang penyelenggara pemi l ihan 
u m u m yang d iber ikan tugas menyelenggarakan Pemil ihan Gubernur dan 
Wak i l Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang d ia tur da lam 
undang-undang Pemil ihan. 

5. Komisi Pemil ihan U m u m Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU 
Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemi l ihan u m u m 
sebagaimana d imaksud dalam undang-undang penyelenggara pemi l ihan 
u m u m yang d iber ikan tugas membantu menyelenggarakan Pemil ihan 
Gubernur dan Wak i l Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang 
d ia tur da lam undang-undang Pemil ihan. 

6. Panitia Pemil ihan Kecamatan yang selanjutnya dis ingkat PPK, adalah 
pani t ia yang d ibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota u n t u k meyelenggarakan 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung d i t ingkat Kecamatan. 

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dis ingkat PPS, adalah pani t ia 
yang d ibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota u n t u k menyelenggarakan 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung d i t ingkat 
desa/kelurahan a tau sebutan la in . 

8. Badan pengawas Pemil ihan U m u m yang selanjutnya disebut Bawaslu, 
adalah lembaga penyelenggara pemi l ihan u m u m yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan pemi l ihan u m u m d i se luruh wi layah Negara Kesatuan 
Republ ik Indonesia sebagaimana d imaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai penyelenggara pemi l ihan u m u m yang d iber ikan tugas 
dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemil ihan 
berdasarkan ketentuan yang d ia tur da lam undang-undang Pemil ihan. 

9. Badan Pengawas Pemil ihan U m u m Provinsi Lampung yang selanjutnya 
dis ingkat Bawaslu Provinsi Lampung, adalah lembaga Penyelenggara 
pemi l ihan u m u m yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemi l ihan 
u m u m d i wi layah Provinsi Lampung sebagaimana d imaksud dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemi l ihan u m u m 
yang d iber ikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan 
Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur Lampung berdasarkan 
ketentuan yang d ia tur da lam undang-undang Pemil ihan. 

10. Panitia Pengawas Pemil ihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dis ingkat 
Pan was Kabupaten/Kota, adalah pani t ia yang d ibentuk oleh Bawaslu 
Provinsi Lampung yang bertugas u n t u k mengawasi penyelenggaraan 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung d i wi layah 
Kabupaten / Kota. 

11 . Panitia Pengawas Pemil ihan Kecamatan yang selanjutnya dis ingkat 
Pan was Kecamatan, adalah Panitia yang d ibentuk oleh Pan was 
Kabupaten/Kota yang bertugas u n t u k mengawasi penyelenggaraan 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung d i wi layah Kecamatan. 

12. Pengawas Pemil ihan Lapangan yang selanjutnya dis ingkat PPL, adalah 
petugas yang d ibentuk oleh Panwas Kecamatan u n t u k mengawasi 
penyelenggaraan Pemil ihan d i desa/kelurahan a tau sebutan la in . 

13. T im Kampanye adalah t i m yang d ibentuk oleh Pasangan Calon bersama-
sama dengan parta i po l i t ik a tau gabungan parta i po l i t ik yang 
mengusulkan Pasangan Calon a tau oleh Pasangan Calon Perseorangan 
yang d idaf tarkan ke KPU Provinsi Lampung. 

14. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wak i l Gubernur Lampung yang 
selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik 
Indonesia yang d iusu lkan oleh parta i po l i t ik a tau gabungan parta i po l i t ik 
a tau perseorangan yang d idaf tarkan a tau mendaftar kepada KPU Provinsi 
Lampung u n t u k meng ikut i Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur 
Lampung Tahun 2018. 



15. Pasangan Calon Gubenur dan Waki l Gubernur Lampung yang selanjutnya 
disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah 
memenuh i syarat dan d i te tapkan sebagai peserta Pemil ihan Gubernur dan 
Waki l Gubernur Lampung Tahun 2018. 

16. Petahana adalah Gubernur a tau Waki l Gubernur , Bupa t i a tau Waki l 
Bupat i , dan Wal ikota a tau Waki l Wal ikota yang sedang menjabat. 

17. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan 
t idak ada hubungan secara teknis (pidana) dan admin is t ra t i f dengan 
menter i yang menyelenggarakan u rusan pemer intahan d i b idang h u k u m 
dan hak asasi manusia . 

18. Menter i adalah menter i yang menyelenggarakan u r u s a n h u k u m dan hak 
asasi manusia . 

19. Har i adalah har i kalender. 

E. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan 

Penyelenggara Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung 
berpedoman pada asas: 
1. mand i r i ; 
2. j u j u r ; 
3. adi l ; 
4. kepast ian h u k u m ; 
5. ter t ib ; 
6. kepent ingan u m u m ; 
7. keterbukaan; 
8. proporsional i tas; 
9. profesionalitas; 
10. akuntab i l tas ; 
11. efisiensi; 
12. efektifitas; dan 
13. aksesibil itas. 
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BAB I I 
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU 

GABUNGAN PARTAI POLITIK 

A. Peserta Pemil ihan 

Pasangan Calon yang d iusu lkan oleh Partai Pol it ik a tau Gabungan 
Partai Pol it ik dan te lah memenuh i syarat u n t u k d i te tapkan sebagai peserta 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung T a h u n 2018. 

B. Persyaratan Calon 

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Waki l 
Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan memenuh i persyaratan sebagai 
ber ikut : 
a. ber takwa kepada T u h a n Yang Maha Esa; 
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 
1945, dan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia; 

c. berpendid ikan pal ing rendah sekolah l an ju tan t ingkat atas a tau 
sederajat; 

d. berusia pal ing rendah 30 (tiga puluh) t a h u n t e rh i tung sejak penetapan 
Pasangan Calon; 

e. m a m p u secara j asmani , rohani dan bebas penyalahgunaan narko t ika 
berdasarkan hasi l pemeriksaan kesehatan menye luruh dar i t i m dokter 
yang t e rd i r i dar i dokter, ah l i psikologi dan Badan Narkot ika Nasional 
(BNN); 

f. t idak pernah sebagai terpidana berdasarkan pu tusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan h u k u m tetap; 

g. bagi terp idana yang t idak menjalani p idana d i da lam penjara me l iput i : 
1) terp idana karena kealpaan r ingan {culpa levis); 
2) terp idana karena alasan pol i t ik ; a tau 
3) terpidana la in yang t idak menjalani p idana da lam penjara. 

wajib secara t e rbuka dan j u j u r mengemukakan kepada pub l i k bahwa 
yang bersangkutan sedang menjalani p idana t idak d i da lam penjara; 

h . bagi man tan terpidana yang telah selesai menjalani masa 
pemidanaannya, secara kumula t i f , wajib memenuh i syarat secara 
t e rbuka dan j u j u r mengemukakan kepada pub l i k dan b u k a n sebagai 
pe laku kejahatan yang berulang, kecual i bagi man tan terpidana yang 
telah selesai menjalani masa pidananya pal ing singkat 5 (lima) t a h u n 
sebelum jadwa l pendaftaran; 

i . b u k a n Man tan Terpidana bandar narkoba a tau Mantan Terpidana 
kejahatan seksual terhadap anak; 

j . t idak sedang d icabut hak p i l ihnya berdasarkan pu tusan pengadilan 
yang telah mempunya i kekuatan h u k u m tetap; 

k. t idak pernah me lakukan perbuatan tercela; 
1. menyerahkan daftar kekayaan pr ibadi ; 
m. t idak sedang memi l i k i tanggungan u tang secara perseorangan 

dan/atau secara badan h u k u m yang menjadi tanggung jawabnya yang 
merug ikan keuangan negara; 

n . t idak sedang d inyatakan pai l i t berdasarkan p u t u s a n pengadilan yang 
telah mempunya i kekuatan h u k u m tetap; 

o. memi l i k i Nomor Pokok Wajib Pajak dan memi l i k i laporan pajak 
pr ibad i ; 
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p. be lum pernah menjabat sebagai Gubernur a tau Wak i l Gubernur , 
selama 2 (dua) ka l i masa j aba tan da lam j aba tan yang sama u n t u k 
Calon Gubernur a tau Calon Wak i l Gubernur , dengan ketentuan: 
1) penghi tungan 2 (dua) ka l i masa j aba tan d i h i t u n g berdasarkan 

j u m l a h pe lant ikan dalam jaba tan yang sama, ya i tu masa jabatan 
pertama selama 5 (lima) t a h u n penuh dan masa j aba tan kedua 
pal ing s ingkat selama 2 V> (dua setengah) t a h u n , dan sebaliknya; 

2) j aba tan yang sama sebagaimana d imaksud pada angka 1), adalah 
j aba tan Gubernur dengan Gubernur , j aba tan Wak i l Gubernur 
dengan Wak i l Gubernur ; 

3) 2 (dua) ka l i masa j aba tan da lam j aba tan yang sama, me l iput i : 
a) te lah 2 (dua) ka l i b e r t u r u t - t u r u t da lam j aba tan yang sama; 
b) te lah 2 (dua) ka l i da lam jaba tan yang sama t idak be r tu ru t 

t u r u t ; a tau 
c) 2 (dua) ka l i da lam jaba tan yang sama d i daerah yang sama 

a tau d i daerah yang berbeda; 
4) pe rh i tungan 5 (lima) t a h u n masa j aba tan a tau 2 Va (dua setengah) 

t a h u n masa j aba tan sebagaimana d imaksud pada angka 1), 
d i h i t u n g sejak tanggal pe lant ikan sampai dengan akh i r masa 
j aba tan Gubernur dan Waki l Gubernur yang bersangkutan; dan 

5) ke tentuan sebagaimana d imaksud pada angka 1) sampai dengan 
angka 4), ber laku u n t u k : 
a) j aba tan Gubernur dan Waki l Gubernur , yang d ip i l ih secara 

langsung mela lu i Pemil ihan, dan yang d iangkat oleh Dewan 
Perwaki lan Rakyat Daerah Provinsi, a tau 

b) j aba tan Gubernur dan Waki l Gubernur , karena perubahan 
nama provinsi a tau kabupaten/kota ; 

q. be lum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Waki l Gubernur ; 
r. berhent i dar i j abatannya sejak d i te tapkan sebagai calon bagi : 

1) B u p a t i a tau Waki l Bupat i , Wal ikota a tau Wak i l Wal ikota yang 
menca lonkan d i r i sebagai Gubernur a tau Wak i l Gubernur d i 
Provinsi l a in ; a tau 

2) Gubernur a tau Waki l Gubernur yang menca lonkan d i r i sebagai 
Gubernur a tau Wak i l Gubernur d i prov insi l a in ; 

s. menyatakan secara ter tul is bersedia c u t i d i luar tanggungan Negara 
selama masa kampanye bagi Gubernur , Wak i l Gubernur , Bupat i , 
Waki l Bupa t i , Wal ikota, a tau Waki l Wal ikota yang mencalonkan d i r i d i 
daerah yang sama; 

t. t idak berstatus sebagai penjabat Gubernur , penjabat Bupa t i a tau 
penjabat Wal ikota; 

u . menyatakan secara ter tul is pengunduran d i r i sebagai anggota Dewan 
Perwaki lan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah a tau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah a tau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak 
d i te tapkan sebagai calon; 

v. menyatakan secara ter tul is pengunduran d i r i sebagai anggota Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republ ik Indonesia, Pegawai 
Negeri Sipi l , dan lurah/kepala desa a tau sebutan la in sejak d i tetapkan 
sebagai calon; 

w. berhent i dar i j aba tan pada Badan Usaha M i l i k Negara atau Badan 
Usaha M i l i k Daerah yang t idak dapat d i t a r ik kembal i sejak d i te tapkan 
sebagai calon; a tau 

x. berhent i sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP 
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota 
sebelum pembentukan PPK dan PPS 
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2. Syarat calon m a m p u secara j a sman i dan rohan i sebagaimana d imaksud 
pada angka 1 h u r u f e t idak menghalangi penyandang disabi l i tas. 

Persyaratan Pencalonan u n t u k Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik 

1. KPU Provinsi Lampung menetapkan persyaratan pencalonan u n t u k Partai 
Polit ik a tau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi 
Lampung sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon. 

2. Persyaratan sebagaimana d imaksud pada angka 1, ya i tu Partai Polit ik 
a tau Gabungan Partai Polit ik yang memperoleh pa l ing sedikit 2 0 % (dua 
p u l u h persen) dar i j u m l a h ku r s i Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung a tau 2 5 % (dua p u l u h l ima persen) dar i akumulas i 
perolehan suara sah da lam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014. 

3. Dalam ha l Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik mengusu lkan Bakal 
Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh pal ing sedikit 25% 
(dua p u l u h l ima persen) dar i akumulas i perolehan suara sah sebagaimana 
d imaksud angka 2, ke tentuan tersebut hanya ber laku u n t u k Partai Polit ik 
yang memperoleh k u r s i d i Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung T a h u n 2014. Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang 
dapat menca lonkan da lam Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur 
Lampung T a h u n 2018, adalah sebagai ber ikut : 

No Partai Politik Perolehan Perolehan No Partai Politik Kursi Suara Sah 
1 2 3 4 
1. Partai Nasdem 8 306.796 
2. Partai Kebangkitan Bangsa 7 321.516 
3. Partai Keadilan Sejahtera 8 391.266 
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 793.830 
5. Partai Golongan Karya 10 449.226 
6. Partai Gerakan Indonesia Raya 10 523.310 
7. Partai Demokrat 11 484.152 
8. Partai Amanat Nasional 8 389.358 
9. Partai Persatuan Pembangunan 4 169.362 
10. Partai Hati Nurani Rakyat 2 182.496 
11. Partai Bulan Bintang 0 50.191 
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 38.315 

Jumlah 85 4.099.818 

4. S imulas i sebagaimana d imaksud pada angka 2, KPU Provinsi Lampung 
mengh i tung syarat pencalonan dengan r u m u s : 
a. Perolehan J u m l a h Kurs i : 

memperoleh k u r s i pal ing sedikit = 20/100 x 85 k u r s i = 1 7 k u r s i ; a tau 
b. Perolehan J u m l a h akumu las i suara sah: 

memperoleh suara sah pal ing sedikit 25/100 X 4.099.818 suara sah 
= 1.024.954,5 d ibu la tkan ke atas menjadi 1.024.955 suara sah. 

5. Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana d imaksud pada angka 1, 
d idasarkan pada Beri ta Acara Rapat Pleno Komis i Pemil ihan U m u m 
Provinsi Lampung Nomor 49/BA/V/2014 tanggal 12 Mei Tahun 2014 
tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kurs i Partai Polit ik serta 
Penetapan Calon Terpi l ih Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung Pemil ihan U m u m T a h u n 2014. 
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6. Sal inan Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana d imaksud pada 
angka 1, d isampaikan kepada P impinan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung , P impinan Partai Polit ik t ingkat provinsi Lampung, dan 
Bawaslu Provinsi Lampung. 

D. Pengajuan Baka l Calon Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik 

1. Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Polit ik hanya dapat mendaftarkan 1 
(satu) Bakal Pasangan Calon. 

2. Partai Pol it ik dapat bersepakat dengan Partai Pol it ik la in u n t u k 
membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. 

3. Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik me lakukan kesepakatan 
dengan Bakal Pasangan Calon u n t u k d ida f tarkan meng ikut i Pemil ihan 
Gubernur dan Waki l Gubernur Provinsi Lampung T a h u n 2018. 

4. Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang telah mendaf tarkan Bakal 
Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Lampung, t idak dapat menar ik 
dukungannya sejak pendaftaran. 

5. Dalam ha l Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Pol it ik menar ik dukungan 
dan/atau menar ik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah 
d idaf tarkan, Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Pol it ik tersebut dianggap 
tetap m e n d u k u n g Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan t idak 
dapat mengusu lkan bakal calon a tau Bakal Pasangan Calon pengganti. 

6. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan 
telah d ida f tarkan kepada KPU Provinsi Lampung, t idak dapat 
mengundurkan d i r i sejak pendaftaran. 

7. Dalam ha l baka l calon sebagaimana d imaksud pada angka 6 (enam) 
mengundurkan d i r i , Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang 
mencalonkan t idak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon 
pengganti dan pencalonannya d inyatakan gugur. 

8. Kesepakatan sebagaimana d imaksud dalam angka 2, d i tandatangani oleh 
masing-masing P impinan Partai Politik. 

9. Kesepakatan sebagaimana d imaksud dalam angka 3, d i tandatangani oleh 
P impinan Partai Polit ik a tau masing-masing P impinan Partai Polit ik yang 
bergabung dan Pasangan Calon. 



BAB II I 
PENDAFTARAN PASANGAN CALON 

. Legalitasi Partai Pol it ik 

1. KPU berkoordinasi dengan Menter i u n t u k mendapatkan sal inan keputusan 
terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat pusat 
sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. 

2. Menter i menyampaikan sal inan keputusan te rakh i r tentang penetapan 
kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat pusat kepada KPU sesuai dengan 
permintaan KPU. 

3. KPU meminta sal inan keputusan kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat 
daerah prov ins i dan/atau daerah kabupaten/kota kepada P impinan Partai 
Polit ik t ingkat pusat pal ing lambat 1 (satu) bu l an sebelum masa 
pendaftaran Pasangan Calon. 

4. P impinan Partai Pol it ik t ingkat pusat menyampaikan sal inan keputusan 
kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat daerah prov ins i dan/atau daerah 
kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana 
d imaksud pada angka 3, sampai dengan 1 (satu) ha r i sebelum masa 
pendaftaran. 

5. Keputusan kepengurusan Partai Polit ik t ingkat daerah prov insi dan/atau 
daerah kabupaten/kota sebagaimana d imaksud pada angka 4, t idak dapat 
d i l akukan perubahan, sejak d iserahkan sampai dengan akh i r masa 
pendaftaran Baka l Pasangan Calon, kecual i perubahan tersebut 
disebabkan karena: 
a. terdapat pengurus yang meninggal dun ia , a tau berhalangan tetap, yang 

d i b u k t i k a n dengan surat kemat ian, a tau surat keterangan yang 
m e n u n j u k k a n pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; a tau 

b. terjadi pemberhent ian pengurus sebagai ak ibat pengambi la l ihan 
kewenangan Partai Polit ik t ingkat daerah prov insi a tau daerah 
kabupaten/kota oleh pengurus Partai Pol i t ik t ingkat pusat da lam 
pendaftaran Pasangan Calon. 

6. KPU menyampaikan sal inan keputusan Menter i sebagaimana d imaksud 
pada angka 4 dan sal inan keputusan P impinan Partai Pol it ik t ingkat pusat 
sebagaimana d imaksud pada angka 4, kepada KPU Provinsi Lampung 
sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon. 

7. Dalam ha l pengesahan kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat daerah 
kabupaten/kota t idak d i l akukan oleh P impinan Partai Pol it ik t ingkat pusat, 
KPU Provinsi Lampung meminta kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat 
kabupaten/kota kepada P impinan Partai Pol i t ik t ingkat prov insi sebelum 
masa pendaftaran Pasangan Calon. 

8. Dalam ha l Partai Polit ik t idak menyampaikan sal inan keputusan 
sebagaimana d imaksud pada angka 4 dan angka 7, Partai Polit ik t idak 
dapat mendaf tarkan Pasangan Calon. 

9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat pusat dan t ingkat 
daerah prov ins i sebagaimana d imaksud da lam angka 2, angka 4 dan angka 
7, menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Lampung da lam penerimaan 
pendaftaran Baka l Pasangan Calon. 

10. Dalam ha l keputusan terakhir dar i Menter i tentang kepengurusan Partai 
Polit ik t ingkat pusat sebagaimana d imaksud da lam angka 1 mas ih dalam 
proses penyelesaian sengketa d i pengadilan, KPU Provinsi Lampung 
mener ima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan 
terakhir dar i Menter i tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. 



B. Pengumuman 

1. KPU Provinsi Lampung m e n g u m u m k a n pendaftaran Bakal Pasangan Calon 
mela lui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU 
Provinsi Lampung (www.lampung.kpu.go.id) sesuai dengan jadwal ya i tu 
mu la i tanggal 01 J a n u a r i 2018 sampai dengan 07 J a n u a r i 2018. 

2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon d i can tumkan : 
a. Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Persyaratan Pencalonan 

u n t u k Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Pol it ik da lam Pemil ihan 
Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung T a h u n 2018; 

b. w a k t u penyerahan dokumen; dan 
c. tempat penyerahan ya i tu Kantor KPU Provinsi Lampung Ja lan Gajah 

mada No. 87 Bandar Lampung. 

C. Pendaftaran 

1. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan pal ing lama 3 (tiga) 
har i t e rh i tung setelah har i terakhir pengumuman Pendaftaran ya i tu tanggal 
08 J a n u a r i sampai dengan 10 J a n u a r i 2018 dengan ketentuan: 
a. har i pertama, Senin tanggal 08 J a n u a r i 2018 dan har i kedua, Selasa 

tanggal 09 J a n u a r i 2018 pendaftaran d i laksanakan mu la i p u k u l 08.00 
sampai dengan p u k u l 16.00 WIB; dan 

b. ha r i ketiga, Rabu tanggal 10 J a n u a r i 2018 pendaftaran d i laksanakan 
m u l a i p u k u l 08.00 WIB sampai dengan p u k u l 24.00 WIB. 

2. Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Pol it ik t ingkat prov insi Lampung 
mendaf tarkan Baka l Pasangan Calon Gubernur dan Wak i l Gubernur 
kepada KPU Provinsi Lampung selama masa pendaftaran. 

3. Dalam ha l pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana d imaksud pada 
angka 2 t idak d i laksanakan oleh P impinan Partai Pol it ik t ingkat daerah 
Provinsi, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah d ise tu ju i Partai 
Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik t ingkat pusat dapat d i l akukan oleh 
Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik t ingkat pusat. 

4. Dalam mendaf tarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana d imaksud pada 
angka 2 dan angka 3, Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik wajib 
memenuh i persyaratan: 
a. ke tentuan Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang persyaratan 

pencalonan u n t u k Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Pol it ik Pemil ihan 
Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung T a h u n 2018; 

b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat Persetujuan Pasangan 
Calon yang d i tandatangani oleh P impinan Partai Pol i t ik t ingkat pusat; 

c. da lam ha l P impinan Partai Polit ik T ingkat Pusat sebagaimana d imaksud 
dalam angka 3 h u r u f b berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon 
d i tandatangani oleh Petugas Partai Polit ik Tingkat Pusat yang 
memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambi lan keputusan 
sesuai dengan AD/ART Partai Pol it ik yang bersangkutan; 

d. menyertakan Keputusan P impinan Partai Pol it ik T ingkat Pusat 
mengenai pengambi la l ihan wewenang Partai Pol it ik t ingkat Provinsi 
da lam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang 
pendaftarannya d i l akukan oleh pengurus Partai Pol i t ik t ingkat pusat; 

e. menyertakan Keputusan P impinan Partai Pol it ik t ingkat pusat tentang 
kepengurusan Partai Pol it ik t ingkat Provinsi; 

f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Polit ik yang 
bergabung u n t u k mengusu lkan Pasangan Calon; dan 

http://www.lampung.kpu.go.id
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g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Polit ik dengan Pasangan Calon u n t u k meng ikut i 
proses Pemil ihan; 

5. Pengurus Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik dan Baka l Pasangan 
Calon sebagaimana d imaksud pada angka 1 dan angka 4, wajib hadir pada 
saat pendaftaran. 

6. Dalam mendaf tarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana d imaksud pada 
angka 1 dan angka 2, Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Pol it ik a tau t i m 
Bakal Pasangan Calon memasukkan data baka l pasangan calon dan data 
dukungan Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik ke da lam sistem 
informasi pencalonan. 

7. Dalam ha l pengurus Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik a tau salah 
satu bakal calon a tau Baka l Pasangan Calon t idak dapat had i r pada saat 
pendaftaran sebagaimana d imaksud pada angka 5, Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Polit ik, a tau Bakal Pasangan Calon t idak dapat 
me lakukan pendaftaran, kecual i ke t idakhad i ran tersebut disebabkan oleh 
halangan yang dapat d i b u k t i k a n dengan surat keterangan dar i instans i 
yang berwenang. 

8. Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang mendaf tarkan bakal calon, 
yang secara k u m u l a t i f t idak memenuh i persyaratan pencalonan 
sebagaimana d imaksud pada angka 4, KPU Provinsi Provinsi Lampung 
menyatakan t idak mener ima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam 
Berita Acara dan mengembal ikan dokumen pendaftaran bakal calon 
kepada Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang bersangkutan. 

D. Tata cara pener imaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon u n t u k Partai Polit ik 
a tau gabungan Partai Polit ik oleh KPU Provinsi Lampung. 

1. mener ima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang 
d ia jukan oleh Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik. 

2. menel i t i pemenuhan persyaratan Pencalonan. 
3. menel i t i dokumen persyaratan pencalonan ya i tu : 

a. keabsahan terhadap dokumen d i l akukan dengan berpedoman pada 
Keputusan Menter i yang d i ter ima oleh KPU; dan 

b. keabsahan terhadap dokumen tersebut, d i l akukan dengan 
berpedoman pada kepengurusan Partai Pol i t ik t ingkat Provinsi 
Lampung u n t u k Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur yang 
d isampaikan oleh KPU a tau KPU Provinsi Lampung ; a tau 

c. kelengkapan dokumen keputusan pengambi la l ihan kepengurusan 
Partai Pol i t ik t ingkat Provinsi Lampung. 

4. berdasarkan has i l veri f ikasi sebagaimana d imaksud da lam angka 1 dan 
angka 2, KPU Provinsi Lampung mencatat pener imaan dokumen 
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang d ia jukan oleh Partai 
Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik menggunakan Tanda Ter ima 
pendaftaran fo rmul i r Model TT. 1-KWK, yang berisi : 
a. nama Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik yang mendaf tarkan 

Baka l Pasangan Calon; 
b. nomor dan tanggal keputusan P impinan Partai Pol i t ik t ingkat pusat 

dan/atau keputusan P impinan Partai Pol i t ik t ingkat prov insi 
sebagaimana d imaksud dalam angka 3; 

c. nomor dan tanggal Keputusan P impinan Partai Pol i t ik t ingkat pusat 
tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang d iusu lkan oleh 
pengurus Partai Pol it ik t ingkat provinsi , yang d i tandatangani oleh 
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Ketua U m u m dan Sekretaris Jenderal a tau nama la in P impinan Partai 
Pol it ik t ingkat pusat; 

d. har i , tanggal, dan w a k t u pener imaan dokumen persyaratan 
pencalonan dan persyaratan calon; 

e. a lamat dan nomor telepon bakal calon, a lamat dan nomor telepon 
kantor P impinan Partai Polit ik a tau masing-masing kantor P impinan 
Partai Pol i t ik yang bergabung mendaf tarkan Baka l Pasangan Calon; 
dan 

f. j u m l a h dan jen is kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan 
persyaratan calon. 

5. mener ima daftar nama T im Kampanye t ingkat prov insi , kabupaten/kota , 
dan kecamatan. 

6. member ikan fo rmul i r Model TT. 1-KWK kepada Partai Politik a tau 
Gabungan Partai Pol it ik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon. 

7. member ikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan j asman i , rohani , 
dan bebas penyalahgunaan narko t ika d i r u m a h saki t yang d i t u n j u k oleh 
KPU Provinsi Lampung kepada Bakal Pasangan Calon. 

8. Dalam ha l terdapat 1 (satu) a tau lebih Partai Pol it ik da lam Gabungan 
Partai Pol it ik t idak me lampi rkan Keputusan P impinan Partai Polit ik 
t ingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi 
Lampung menyatakan Partai Polit ik tersebut t idak dapat menjadi bagian 
dar i Gabungan Partai Polit ik pengusul Bakal Pasangan Calon dan 
mencatatnya da lam berita acara. 

9. KPU Provinsi Lampung mencoret 1 (satu) a tau lebih Partai Polit ik 
sebagaimana d imaksud pada angka 8, da lam dokumen persyaratan 
pencalonan dan d i b u b u h i paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai 
Polit ik pengusul , dan d isaks ikan Bawaslu Provinsi Lampung d i tuangkan 
dalam Beri ta Acara. 

10. KPU Provinsi Lampung mener ima pendaftaran Baka l Pasangan Calon dar i 
Gabungan Partai Polit ik yang mas ih memenuh i syarat pendaftaran Calon 
dan menuangkan dalam Berita Acara. 

E. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib 
d isampaikan kepada KPU Provinsi Lampung ya i tu : 
a. surat pencalonan yang d i tandatangani oleh P impinan Partai Pol it ik a tau 

para P impinan Partai Polit ik yang bergabung sesuai dengan 
t ingkatannya menggunakan formul i r Model B-KWK Parpol beserta 
lampirannya; 

b. surat pernyataan yang d ibuat dan d i tandatangani oleh Calon, sebagai 
b u k t i pemenuhan persyaratan menggunakan fo rmul i r Model BB. 1-KWK; 

c. surat pernyataan yang di lengkapi keputusan pemberhent ian dar i 
pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, 
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Panwas Kabupaten/Kota; 

d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan bagi pasangan calon 
sebagaimana d imaksud BAB I I h u r u f B angka 1 h u r u f f d i lengkapi 
dengan: 

1) surat keterangan t idak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
p u t u s a n pengadilan yang telah berkekuatan h u k u m tetap dar i 
pengadi lan negeri yang wi layah h u k u m n y a me l i pu t i tempat t inggal 
calon; 



2) surat keterangan d ip idana karena kealpaan r ingan (culpa levis) 
a tau alasan po l i t ik berdasarkan p u t u s a n pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan h u k u m tetap dar i pengadilan negeri yang 
men ja tuhkan pu tusan bagi calon yang pernah d ip idana penjara 
karena kealpaan r ingan (culpa levis) a t au alasan pol i t ik ; 

e. bagi baka l calon dengan status man tan terp idana yang t idak menjalani 
p idana da lam penjara wajib menyerahkan : 

1. surat dar i pemimp in redaksi media massa local a tau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara t e rbuka dan j u j u r 
mengemukakan kepada publ ic sebagai terp idana yang t idak 
menja lani p idana dalam penjara dengan disertai buk t inya . 

2. Sal inan pu tusan pengadilan yang telah berkekuatan h u k u m tetap. 
3. Surat keterangan dar i kejaksaan yang menerangkan bahwa 

terp idana t idak menjalani p idana da lam penjara berdasarkan 
p u t u s a n pengadilan yang telah berkekuataan h o k u m tetap. 

f. bagi Baka l Calon dengan setatus man tan terpidana sebagai mana d i 
m a k s u d BAB I I h u r u f B angka 1 h u r u f G wajib menyerahkan : 

1. surat dar i pemimpin redaksi media massa local a tau nasional yang 
menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara t e rbuka dan j u j u r 
mengemukakan kepada publ ic sebagai terp idana yang t idak 
menja lani p idana dalam penjara dengan disertai buk t inya . 

2. surat keterangn yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang 
bersangkutan b u k a n sebagai pe laku kejahatan yang berulang dar i 
Kepolisan Daerah tempat tinggal Bakal Calon. 

3. surat keterangan telah selesai menja lani p idana dar i kepala 
lembaga pemasyarakatan. 

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, 
c u t i bersyarat a tau cu t i menjelang bebas dar i kepala badan 
pemasyarakatan, da lam ha l Bakal Calon mendapat pembebasan 
bersyara t , cu t i bersyarat a tau cu t i menjelang bebas. 

5. p u t u s a n pengadilan yang telah berkekuatan h o k u m tetap. 
g. surat keterangan t idak sedang d icabut hak p i l ihnya berdasarkan 

pu tusan pengadilan yang telah mempunya i kekuatan h u k u m tetap dar i 
pengadilan negeri yang wi layah h u k u m n y a me l i pu t i tempat t inggal 
Calon sebagai b u k t i pemenuhan persyaratan; 

h . surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon 
pernah/t idak pernah me lakukan perbuatan tercela yang d ike luarkan 
oleh Kepolisian Daerah Provinsi Lampung; 

i . surat tanda ter ima penyerahan laporan har ta kekayaan penyelenggara 
negara dar i ins tans i yang berwenang memeriksa laporan har ta 
kekayaan penyelenggara negara sebagai b u k t i pemenuhan persyaratan 
Calon; 

j . surat keterangan t idak sedang memi l i k i tanggungan hu tang secara 
perseorangan dan/atau secara badan h u k u m yang menjadi tanggung 
jawabnya yang merug ikan keuangan negara dar i pengadilan negeri yang 
wi layah h u k u m n y a me l iput i tempat t inggal Calon sebagai b u k t i 
pemenuhan persyaratan calon; 

k. surat keterangan t idak sedang d inyatakan pai l i t berdasarkan pu tusan 
pengadilan yang telah mempunya i kekua tan h u k u m tetap dar i 
pengadilan niaga a tau pengadilan t inggi yang wi layah h u k u m n y a 
me l ipu t i tempat tinggal calon sebagai b u k t i pemenuhan persyaratan 
Calon; 

1. fotokopi k a r t u Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda 
ter ima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 



Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, u n t u k masa 5 (lima) 
t a h u n te rakh i r a tau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda b u k t i 
t idak mempunya i tunggakan pajak dar i Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar; 

m. keputusan pemberhent ian sebagai penjabat Gubernur , penjabat Bupa t i 
a tau penjabat Wal ikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat 
Gubernur , penjabat Bupa t i a tau penjabat Wal ikota sebagai b u k t i 
pemenuhan persyaratan calon; 

n . daftar r iwayat h i dup yang d ibuat dan d i tandatangani oleh bakal calon 
P impinan Partai Pol it ik a tau Gabungan P impinan Partai Pol it ik 
menggunakan formul i r Model BB.2-KWK; 

o. fotokopi K a r t u Tanda Penduduk Elektronik ; 
p. fotokopi I jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah 

dilegalisasi oleh instans i yang berwenang, sebagai b u k t i pemenuhan 
persyaratan calon; 

q. naskah visi , m is i dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang d i tandatangani 
Pasangan Calon; 

r. daftar nama T i m Kampanye t ingkat provinsi , kabupaten/kota , dan/atau 
kecamatan; dan 

s. pasfoto t e rbaru masing-masing calon u k u r a n 4 (empat) centimeter x 6 
(enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan h i t am p u t i h 
sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon u k u r a n 10,2 (sepuluh koma 
dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter a tau u k u r a n 4R 
sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy. 

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, d i b u b u h i tanda tangan 
asli/basah oleh P impinan atau para P impinan Partai Polit ik yang 
bergabung dan d i b u b u h i cap basah Partai Polit ik sesuai dengan keputusan 
kepengurusan Partai Polit ik yang sah. 

3. Surat pernyataan sebagaimana d imaksud pada angka 1 h u r u f c di lengkapi: 
a. surat pengajuan pengunduran d i r i bagi Calon yang berstatus Gubernur , 

Waki l Gubernur , Bupat i , Waki l Bupat i , Wal ikota dan Waki l Wal ikota 
yang mencalonkan d i r i d i daerah la in ; 

b. surat pengajuan pengunduran d i r i sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pegawai Negeri Sipi l a tau Kepala Desa; 

c. surat pernyataan berhent i dar i j aba tan pada Badan Badan Usaha Mi l i k 
Negara a tau Badan Usaha Mi l i k Daerah; 

d. surat pengajuan pengunduran d i r i sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi 
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur , penjabat Bupat i , a tau 
penjabat Wal ikota; 

e. tanda ter ima dar i pejabat yang berwenang atas penyerahan surat 
pengunduran d i r i a tau pernyataan berhenti ; dan 

f. surat keterangan bahwa pengunduran d i r i a tau pernyataan berhenti 
sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. 

yang d isampaikan kepada KPU Provinsi Lampung pal ing lambat 5 (lima) 
har i sejak d i te tapkan sebagai calon ya i tu pada tanggal 17 Februar i 2018. 

4. Pasangan Calon menyampaikan sal inan surat pernyataan sebagaimana 
d imaksud pada angka 1 h u r u f c kepada: 
a. Bawaslu Provinsi Lampung; 
b. pejabat yang berwenang member ikan cu t i ; dan 
c. menter i yang menyelenggarakan u r u s a n da lam negeri. 
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Lampiran surat pencalonan u n t u k Bakal Pasangan Calon dar i Partai Pol it ik 
a tau Gabungan Partai Polit ik sebagaimana d imaksud da lam angka 1 h u r u f 
a, me l iput i : 
a. Keputusan P impinan Partai Pol it ik t ingkat pusat tentang persetujuan 

Baka l Pasangan Calon menggunakan fo rmul i r Model B. 1-KWK Parpol; 
b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Pol i t ik yang bergabung 

u n t u k mengusu lkan Pasangan Calon menggunakan fo rmul i r Model B.2-
KWK Parpol; 

c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Pol it ik a tau Gabungan 
Partai Pol i t ik dengan Pasangan Calon u n t u k meng ikut i proses 
Pemil ihan menggunakan formul i r Model B.3-KWK Parpol; 

d. surat pernyataan bermaterai c u k u p yang menyatakan vis i , mis i , dan 
program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah, d i tandatangani oleh P impinan Partai Polit ik 
a tau Gabungan Partai Pol it ik menggunakan fo rmul i r Model B.4-KWK 
Parpol; dan 

e. dokumen admin is t ras i persyaratan calon sebagaimana d imaksud da lam 
h u r u f E angka 1. 

Partai Pol i t ik a t au Gabungan Partai Polit ik mendaf tarkan T i m Kampanye 
pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f C angka 2 sampai dengan angka 8. 

6, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m nomor 4 t a h u n 
2017 tentang Kampanye Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur , Bupa t i 
dan Waki l Bupa t i , dan/atau Wal ikota dan Wak i l Wal ikota. 
Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon d imasukkan ke 
dalam map dan d i tu l i s dengan h u r u f kap i ta l nama Pasangan Calon dan 
Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Politik. 
Surat pencalonan beserta dokumen admin is t ras i Bakal Calon dalam 2 
(dua) rangkap, me l iput i : 
a. 1 (satu) rangkap asl i ; dan 
b. 1 (satu) rangkap sal inan. 



• 
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BAB V 

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN 
CALON 

Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon bagi Pasangan 
Calon d i laksanakan dar i tanggal 8 J a n u a r i sampai dengan 10 J a n u a r i 2018. 

A. Pemeriksaan Kesehatan 

1. Pemeriksaan Baka l calon bagi Pasangan Calon d i laksanakan dar i tanggal 
08 J a n u a r i sampai dengan 15 Janua r i 2018. 

2. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ika tan Dokter Indonesia, Badan 
Narkot ika Nasional, dan Pengurus Pusat H i m p u n a n Psikologi Indonesia 
u n t u k menyusun : 
a. standar pemeriksaan kesehatan j asman i , rohan i , dan bebas 

penyalahgunaan narkot ika ; dan 
b. standar kemampuan secara j a sman i dan rohani , yang d i te tapkan 

dengan Keputusan KPU. 
3. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan j a sman i , rohani , dan 

bebas penyalahgunaan narkot ika , serta standar kemampuan secara 
j a sman i dan rohan i kepada KPU Provinsi Lampung. 

4. KPU Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pengurus Ika tan Dokter 
Indonesia, Badan Narkot ika Nasional, dan H i m p u n a n Psikologi Indonesia 
t ingkat prov ins i u n t u k membentuk t i m pemeriksa kesehatan yang terd i r i 
atas: 
a. dokter; 
b. ah l i psikologi; dan 
c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkot ika . 

yang dapat berasal dar i Badan Narkot ika Nasional, Organisasi Profesi 
Ika tan Dokter Indonesia, dan H i m p u n a n Psikologi Indonesia. 

5. T im pemeriksa te rd i r i dar i : 
a. ketua, yang d ip i l i h dar i anggota t i m ; dan 
b. anggota. 

6. KPU Provinsi Lampung menyampaikan: 
a. standar pemeriksaan kesehatan j asman i , rohan i , dan bebas 

penyalahgunaan narko t ika kepada t i m pemeriksa kesehatan. 
b. standar kemampuan secara j a sman i dan rohan i kepada baka l Pasangan 

Calon. 
7. KPU Provinsi Lampung menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau 

Rumah Sakit Pemerintah Pusat d i daerah berdasarkan rekomendasi Ika tan 
Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung. 

8. KPU Provinsi Lampung menyampaikan nama r u m a h sakit pemer intah yang 
d i t u n j u k kepada bakal Pasangan Calon u n t u k me lakukan pemeriksaan 
kesehatan j a sman i , rohan i dan bebas penyalahgunaan narkot ika . 

9. T im pemeriksa kesehatan me lakukan rapat pleno u n t u k menetapkan 
kes impulan dan yang d i tandatangani oleh ke tua t i m pemeriksa kesehatan 
yang menyatakan: 
a. calon m a m p u a tau t idak m a m p u secara j a sman i dan rohani ; dan 
b. posit i f a tau negatif menyalahgunakan narko t ika . 

10. T im pemeriksa kesehatan menyampaikan kes impulan dengan d i l ampi r i 
se luruh has i l pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi Lampung 
sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon pada tanggal 15 
J a n u a r i sampai dengan 16 J a n u a r i 2018. 



11. Kes impulan dan se luruh hasi l pemeriksaan kesehatan bersifat f inal dan 
t idak dapat d i l a k u k a n pemeriksaan pembanding. 

B. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon 

1. KPU Provinsi Lampung me lakukan penel i t ian persyaratan adminis t ras i 
terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan 
dan persyaratan calon pal ing lama 7 (tujuh) ha r i dar i tanggal 10 s/d 16 
J a n u a r i 2018. 

2. Hasil penel i t ian d i tuangkan dalam formul i r Model BA.HP-KWK dan 
lampirannya. 

3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen me l iput i 
penel i t ian terhadap: 
a. cap basah Partai Polit ik a tau masing Partai Pol it ik yang bergabung 

sesuai t ingkatannya; 
b. tanda tangan Pasangan Calon; 
c. materai ; dan 
d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan da lam Keputusan KPU 

Provinsi Lampung i n i . 

C. Penelitian Terhadap Riwayat Pendidikan 

1. Dalam ha l calon mencan tumkan r iwayat pend id ikan d i atas sekolah 
lan ju tan t ingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan: 
a. fotokopi i jazah perguruan t inggi negeri a tau swasta yang dilegalisasi 

oleh pejabat yang berwenang d i perguruan t inggi yang bersangkutan; 
b. legalisasi yang d i l akukan oleh P impinan perguruan t inggi negeri a tau 

swasta yang ba ru , apabi la perguruan t inggi negeri a tau swasta tempat 
bakal calon be rku l i ah telah berganti nama; dan 

c. legalisasi yang d i l akukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi 
Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama d i wi layah 
perguruan t inggi swasta i t u berada, apabi la perguruan t inggi swasta 
tempat baka l calon berku l iah t idak beroperasi lagi. 

2. Dalam ha l sekolah t idak beroperasi lagi a tau telah bergabung dengan 
sekolah la in , fotokopi i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal 
Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh ins tans i a tau satuan kerja 
yang menyelenggarakan u r u s a n pendid ikan a tau pend id ikan agama d i 
kabupaten/kota tempat sekolah d imaksud pernah berd i r i . 

3. Dalam ha l i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Baka l Calon yang 
bersangkutan t idak dapat d i t emukan a tau hi lang, calon wajib menyertakan 
surat keterangan pengganti i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dar i 
sekolah bersangkutan. 

4. Dalam ha l i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang 
bersangkutan t idak dapat d i t emukan a tau hi lang, dan sekolah tempat 
Bakal Calon bersekolah t idak beroperasi lagi, Baka l Calon wajib 
menyertakan surat keterangan pengganti i jazah yang d ike luarkan oleh 
instansi a tau satuan kerja yang menyelenggarakan u r u s a n pendid ikan a tau 
pendid ikan agama d ikabupaten/kota tempat sekolah d imaksud pernah 
berdir i . 

5. Pengesahan fotokopi i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang 
diperoleh dar i sekolah luar negeri d i l akukan oleh kepala sekolah yang 
bersangkutan dan/atau instans i yang menyelenggarakan u r u s a n 
pendid ikan. 

6. Pengesahan fotokopi i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang 
diperoleh dar i sekolah asing d i Indonesia dan sekolah internasional 
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d i l akukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/a tau instans i yang 
menyelenggarakan u r u s a n pendid ikan. 

7. Pengesahan fotokopi i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang 
diperoleh dar i sekolah asing d i luar negeri d i l a k u k a n oleh pejabat yang 
berwenang d i ins tans i yang menyelenggarakan u r u s a n pendid ikan. 

D. Penelitian terhadap catatan masalah h u k u m 

1. Apabila da lam proses penel i t ian persyaratan adminis t ras i , surat 
keterangan catatan kepol is ian terdapat catatan masalah h u k u m , KPU 
Provinsi Lampung me lakukan klar i f ikas i ke Kejaksaan Negeri dan 
Pengadilan Negeri u n t u k memast ikan adanya p u t u s a n yang berkekuatan 
h u k u m tetap. 

2. Dalam ha l sudah terdapat pu tusan yang berkekuatan h u k u m tetap, KPU 
Provinsi Lampung me lakukan klar i f ikas i ke Lembaga Pemasyarakatan 
u n t u k memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan: 
a. pernah d ip idana penjara; a tau 
b. telah selesai menjalani pidana penjara pal ing s ingkat 5 (lima) t ahun 

sebelum jadwa l pendaftaran. 

E. Hasil penel i t ian dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 

1. Dalam ha l tedapat keraguan dan/atau masukan dar i masyarakat terhadap 
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, 
KPU Provinsi Lampung dapat me lakukan k lar i f ikas i kepada instans i yang 
berwenang. 

2. KPU Provinsi Lampung dan instans i terkai t menuangkan has i l k lar i f ikas i 
da lam beri ta acara dan menyampaikan hasi l veri f ikasi sebagaimana 
d imaksud pada BAB V h u r u f A angka 12 kepada Baka l Pasangan calon 
dalam rapat pleno t e rbuka dan m e n g u m u m k a n pal ing lambat 2 (dua) ha r i 
setelah veri f ikasi. 

3. Dalam ha l berdasarkan has i l verif ikasi dokumen persyaratan pencalonan 
dan/atau persyaratan calon d inyatakan be lum lengkap dan/atau be lum 
memenuhi syarat dan/atau t idak memenuh i syarat, Bakal Pasangan Calon 
diber i kesempatan u n t u k melengkapi dan/atau memperba ik i persyaratan 
pal ing lama 3 (tiga) ha r i sejak pember i tahuan hasi l veri f ikasi oleh KPU 
Provinsi Lampung. 

4. Perbaikan dokumen persyaratan d ikecua l ikan bagi baka l calon atau Bakal 
Pasangan Calon yang d inyatakan t idak memenuh i syarat kesehatan 
j a sman i dan rohan i dan/atau bebas penyalahgunaan narkot ika . 

5. Dalam ha l baka l calon a tau Bakal Pasangan Calon d inyatakan t idak 
memenuh i syarat kesehatan j a sman i dan rohan i dan/atau bebas 
penyalahgunaan narko t ika Calon a tau Pasangan Calon yang bersangkutan 
dapat d igant i dengan Bakal Calon a tau Bakal Pasangan Calon baru . 

6. Penggantian baka l calon a tau Bakal Pasangan Calon d i l a k u k a n pada masa 
perbaikan. 

F. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 

1. Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Polit ik dan/atau Baka l Pasangan Calon 
me lakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan 
kepada KPU Provinsi Lampung pada masa perba ikan selama 3 (tiga) ha r i 
setelah pember i tahuan has i l verif ikasi d i ter ima. 

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana pada angka 1 
d i l akukan hanya terhadap dokumen yang d inya takan be lum lengkap 
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dan/atau be lum memenuh i syarat dan/atau t idak memenuh i syarat pada 
verif ikasi admin is t ras i . 

3. Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik t idak dapat memindahkan 
dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon la in yang d ia jukan oleh Partai 
Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang telah d inyatakan memenuhi 
persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon. 

G. Penelitian Hasi l Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon 

1. KPU Provinsi Lampung me lakukan verif ikasi terhadap perbaikan 
persyaratan calon sebagaimana d imaksud dalam h u r u f E angka 1, pal ing 
lama 7 (tujuh) ha r i setelah menerima perbaikan. 

2. Veri f ikasi sebagaimana d imaksud pada angka 1, t idak d i l akukan terhadap 
berkas persyaratan calon yang telah d inyatakan lengkap a tau memenuhi 
syarat, kecual i mendapat rekomendasi dar i Bawas lu Provinsi Lampung 
atau laporan ter tul is dar i masyarakat yang d i l ampi r i identitas 
kependudukan pelapor yang jelas, b u k t i - b u k t i yang 
mendasar i/memperkuat laporannya, dan u ra i an mengenai penjelasan 
obyek masalah yang d i laporkan. 

3. Rekomendasi Bawas lu Provinsi Lampung a tau laporan ter tu l is masyarakat 
sebagaimana d imaksud pada angka 2, d i t i ndak lan ju t i oleh KPU Provinsi 
Lampung dengan me lakukan klar i f ikas i kepada ins tans i yang berwenang 
a tau kepada P impinan Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang 
mengusu lkan Baka l Pasangan Calon. 

4. Hasi l veri f ikasi perbaikan sebagaimana d imaksud pada angka 1 d i tuangkan 
dalam formul i r Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya. 

5. KPU Provinsi Lampung m e n g u m u m k a n kepada masyarakat dan 
menyampaikan hasi l verif ikasi kepada P impinan Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Polit ik. 

6. Dalam ha l hasi l veri f ikasi Bakal Pasangan Calon d inya takan be lum lengkap 
dan/atau t idak memenuh i syarat sebagaimana d imaksud da lam angka 1 
dan Baka l Pasangan Calon t idak melengkapi dokumen adminis tras i 
persyaratan Pasangan Calon sampai batas akh i r masa perbaikan, Bakal 
Pasangan Calon d inyatakan t idak memenuh i syarat. 

7. Dalam ha l Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik yang baka l calon dan 
Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan t idak mengajukan bakal 
calon pengganti , Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang 
bersangkutan d inyatakan t idak memenuh i syarat. 

8. Dalam ha l Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik menyerahkan 
susunan kepengurusan yang baru , KPU Provinsi Lampung me lakukan 
klar i f ikas i kepada kepengurusan Partai Pol it ik setingkat d i atasnya atau 
yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Pol it ik d i t ingkat 
tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) /Anggaran Rumah Tangga 
(ART) Partai Polit ik. 

9. KPU Provinsi Lampung menel i t i keabsahan dokumen kepengurusan 
berdasarkan hasi l k lar i f ikas i sebagaimana d imaksud pada angka 8. 



BAB VI 
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON 

A. Penetapan Pasangan Calon 

1. KPU Provinsi Lampung menetapkan has i l veri f ikasi persyaratan 
pencalonan, persyaratan baka l calon, penetapan Pasangan Calon peserta 
Pemil ihan pada rapat pleno dan menuangkan has i l veri f ikasi da lam Beri ta 
Acara Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 12 Februar i 2018. 

2. Berdasarkan Ber i ta Acara Penetapan, KPU Provinsi Lampung menetapkan 
Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung. 

3. KPU Provinsi Lampung m e n g u m u m k a n hasi l penetapan Pasangan Calon 
dalam rapat pleno t e rbuka d i kantor KPU Provinsi Lampung Ja lan Gajah 
Mada Nomor 87 Bandar Lampung. 

B. Syarat Calon yang pe r lu d iperhat ikan pada w a k t u Penetapan Pasangan Calon 
berupa pernyataan me l iput i : 

1. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwaki lan Daerah a tau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota 
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republ ik Indonesia, dan 
Pegawai Negeri Sipi l wajib menyampaikan keputusan pejabat yang 
berwenang tentang pemberhent ian sebagai Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah a tau Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah, 
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republ ik Indonesia, 
dan Pegawai Negeri Sipi l kepada KPU Provinsi pal ing lambat 30 (tiga puluh) 
har i sebelum har i pemungutan suara a tau tanggal 28 Mei 2018. 

2. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur dan Wak i l Gubernur yang 
mencalonkan d i r i d i daerah la in wajib menyampaikan keputusan pejabat 
yang berwenang tentang pemberhent ian sebagai Gubernur dan Wak i l 
Gubernur kepada KPU Provinsi pal ing lambat 30 (tiga pu luh) ha r i sebelum 
har i pemungutan suara a tau tanggal 28 Mei 2018. 

3. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur wajib menyampaikan 
surat pemberhent ian sebagai Pegawai Negeri Sipi l kepada KPU Provinsi 
Lampung pal ing lambat 30 (tiga puluh) ha r i sebelum har i pemungutan 
suara a tau tanggal 28 Mei 2018. 

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat a tau pegawai pada Badan Usaha 
M i l i k Negara a tau Badan Usaha Mi l i k Daerah wajib menyampaikan 
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhent ian dar i Badan 
Usaha M i l i k Negara a tau Badan Usaha M i l i k Daerah kepada KPU Provinsi 
Lampung pal ing lambat 30 (tiga puluh) ha r i sebelum har i pemungutan 
suara a tau tanggal 28 Mei 2018. 

5. Calon yang t idak menyampaikan keputusan sebagaimana d imaksud pada 
h u r u f B angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dan t idak dapat 
m e m b u k t i k a n bahwa pengunduran d i r i sedang da lam proses, d inyatakan 
t idak memenuh i syarat. 

6. Partai Polit ik, Gabungan Partai Polit ik yang calonnya d inyatakan t idak 
memenuhi syarat sebagaimana d imaksud angka 5, t idak dapat mengajukan 
Calon Pengganti. 



C. Pengundian Nomor U r u t Pasangan Calon 

1. KPU Provinsi Lampung me lakukan pengundian nomor u r u t Pasangan 
Calon yang telah d i te tapkan sebagaimana d imaksud pada h u r u f A angka 2, 
da lam rapat pleno t e rbuka pada tanggal 13 Februar i 2018. 

2. Rapat pleno KPU Provinsi Lampung d ihad i r i oleh: 
a. Pasangan Calon; 
b. wak i l Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik yang mengajukan 

Pasangan Calon; 
c. Pasangan Calon perseorangan; 
d. T im Kampanye; 
e. Bawaslu Provinsi Lampung; 
f. media massa; dan 
g. tokoh masyarakat. 

3. Pasangan Calon wajib had i r da lam rapat pleno pengundian nomor u r u t ; 
4. Bagi calon a tau Pasangan Calon yang t idak had i r da lam rapat pleno dengan 

menyampaikan alasan ter tu l is yang dapat dipertanggungjawabkan, 
pengambi lan nomor dan penandatanganan pada rancangan daftar 
Pasangan Calon d i l akukan oleh petugas perwaki lan dar i T im Kampanye; 

5. Petugas perwaki lan dar i T im Kampanye wajib mendapat dan membawa 
surat mandat ter tu l is dar i Pasangan Calon. 

6. KPU Provinsi Lampung m e n g u m u m k a n hasi l pengundian nomor u r u t . 
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat 

suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon t e r cantum dalam Ka r tu 
Tanda Penduduk E lekt ron ik Pasangan Calon yang bersangkutan. 

8. KPU Provinsi Lampung menyusun nomor u r u t dan nama Pasangan Calon 
dalam daftar Pasangan Calon. 

9. Penyusunan daftar Pasangan d i tuangkan dalam Ber i ta Acara Penetapan 
Nomor U r u t dan Daftar Pasangan Calon. 

10. Penetapan Nomor U r u t dan Daftar Pasangan Calon d i te tapkan dengan 
Keputusan KPU Provinsi Lampung. 

11. KPU Provinsi Lampung m e n g u m u m k a n nama dan nomor u r u t Pasangan 
Calon yang telah d i te tapkan sebagai peserta Pemil ihan pal ing lama 2 (dua) 
har i sejak penetapan nomor u r u t Pasangan Calon y a i t u pada tanggal 13 
s/d 14 Februar i 2018. 

12. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat Final dan mengikat. 
13. Nomor u r u t dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemil ihan yang 

d i te tapkan dan telah d i u m u m k a n , d igunakan u n t u k : 
a. mencetak surat suara; 
b. keper luan kampanye; dan 
c. dipasang d i setiap Tempat Pemungutan Suara pada har i pemungutan 

suara. 

D. Laporan Harta Kekayaan Calon Gubernur dan Calon Wak i l Gubernur 

1. Pasangan Calon m e n g u m u m k a n laporan har ta kekayaan pribadi/pejabat 
negara has i l penel i t ian dan/atau klar i f ikas i Komisi Pemberantasan Korupsi 
kepada masyarakat, pal ing lambat 2 (dua) ha r i sebelum har i pemungutan 
suara y a i t u tanggal 25 s/d 26 J u n i 2018, dengan di fasi l i tasi oleh KPU 
Provinsi Lampung. 

2. Dalam ha l Pasangan Calon berhalangan u n t u k m e n g u m u m k a n laporan 
har ta kekayaan pribadi/pejabat Pasangan Calon dapat member ikan surat 
kuasa kepada KPU Provinsi Lampung u n t u k m e n g u m u m k a n . 
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E. Larangan Menar ik D u k u n g a n 

1. Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Polit ik d i larang menar ik pengajuan 
Pasangan Calon dan / a tau salah seorang calon dar i Pasangan Calon setelah 
penetapan Pasangan Calon sebagaimana d imaksud da lam BAB VI h u r u f A. 

2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dar i Pasangan Calon sebagaimana 
d imaksud pada angka 1, d i larang mengundurkan d i r i t e rh i tung sejak 
d i te tapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Lampung. 

3. Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik yang menar ik Pasangan Calon 
dan/atau Pasangan Calon mengundurkan d i r i , Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Polit ik t idak dapat mengusu lkan Pasangan Calon 
pengganti. 

4. Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang menar ik Pasangan Calon 
dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan d i r i sebagaimana d imaksud 
pada angka 3, d inya takan gugur sebagai peserta Pemil ihan, dan 
d ibe r i t ahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Polit ik, dan d i u m u m k a n kepada masyarakat . 

5. Pasangan Calon yang d inyatakan gugur sebagaimana d imaksud pada angka 
4, t idak mengubah nomor u r u t Pasangan Calon la in yang telah d i te tapkan. 



BAB VI I 
PENGGANTIAN CALON 

A. Pengantian Calon da lam keadaan ter tentu. 

1. Penggantian Bakal Calon dapat d i l akukan oleh Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Polit ik, da lam hal : 
a. d inyatakan t idak memenuh i syarat kesehatan; 
b. berhalangan tetap; a tau 
c. d i j a tuh i p idana berdasarkan pu tusan pengadi lan yang telah 

berkekuatan h u k u m tetap. 
2. Berhalangan tetap me l iput i keadaan: 

a. meninggal dun ia ; a tau 
b. t idak m a m p u melaksanakan tugas secara permanen. 

3. Berhalangan tetap karena meninggal, d i b u k t i k a n dengan surat keterangan 
dar i lurah/kepa la desa a tau sebutan la in a tau camat setempat. 

4. Berhalangan tetap karena t idak m a m p u melaksanakan tugas secara 
permanen, d i b u k t i k a n dengan surat keterangan dokter dar i r u m a h sakit 
pemer intah. 

B. Wak tu Penggantian Calon 

1. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f A angka 1 h u r u f a dapat d i l a k u k a n pada tahap 
sebagai ber ikut : 
a. sampai dengan tahap verif ikasi persyaratan calon; a tau 
b. sebelum penetapan Pasangan Calon. 

2. Penggantian Bakal Calon a tau Bakal Pasangan sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f A angka 1 h u r u f b dapat d i l akukan pada tahap sebagai 
ber ikut : 
a. sampai dengan tahap veri f ikasi persyaratan calon; 
b. sebelum penetapan Pasangan Calon; a tau 
c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) ha r i 

sebelum har i pemungutan suara ya i tu tanggal 28 Mei 2018. 

C. Prosedur Penggantian Calon 

1. Penggantian baka l calon a tau calon sebagaimana d imaksud BAB VII h u r u f 
A angka 1 dan angka 2, hanya d i l akukan terhadap Baka l Calon atau Calon 
yang d inyatakan t idak memenuh i syarat kesehatan, berhalangan tetap a tau 
d i j a tuh i p idana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 
h u k u m tetap. 

2. Penggantian baka l calon a tau calon dapat d i l a k u k a n dengan mengubah 
kedudukan : 
a. calon Gubernur , menjadi calon Waki l Gubernur ; a tau 
b. calon Wak i l Gubernur menjadi calon Gubernur . 

3. Penggantian harus mendapatkan persetujuan dar i P impinan Partai Polit ik 
a tau Gabungan Partai Pol it ik t ingkat pusat yang d i tuangkan da lam 
Keputusan Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Polit ik. 

4. Penggantian Baka l Calon karena d inya takan t idak memenuh i syarat 
kesehatan d i l a k u k a n pada masa perbaikan; 

5. Bagi Pasangan Calon yang d iusu lkan oleh Partai Polit ik, penggantian bakal 
calon sebagaimana d imaksud pada angka 1, harus mendapat persetujuan 



Pimpinan Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik t ingkat pusat yang 
d i tuangkan da lam Keputusan Partai Pol it ik a t au Gabungan Partai Polit ik. 

6. Penggantian baka l calon sebagaimana d imaksud pada angka 1 t idak 
mengubah d u k u n g a n Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik bagi 
Pasangan Calon yang d iusu lkan oleh Partai Polit ik. 

7. Penggantian Calon yang d iusung Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik 
karena berhalangan tetap atau d i j a tuh i p idana berdasarkan Putusan 
Pengadilan yang telah berkekuatan h u k u m tetap sebagaimana d imaksud 
dalam BAB VI I h u r u f A angka 1 h u r u f b dan h u r u f c d i l akukan dengan 
ketentuan sebagai ber ikut : 
a. Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Pol it ik dapat mengajukan calon 

pengganti pal ing lama 7 (tujuh) ha r i sejak calon a tau Pasangan Calon 
d inyatakan berhalangan tetap, a t au sejak pembacaan pu tusan 
pengadilan yang telah berkekuatan h u k u m tetap; 

b. Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik d i larang menar ik 
dukungannya kepada calon a tau Pasangan Calon pengganti 
sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a; 

c. da lam ha l Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Pol it ik menar ik 
d u k u n g a n kepada calon a tau Pasangan Calon pengganti, d u k u n g a n 
Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik tetap d inya takan sah; 

d. da lam ha l Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik t idak mengajukan 
calon a tau Pasangan Calon pengganti sebagaimana d imaksud da lam 
h u r u f a, salah sa tu calon dar i Pasangan Calon yang t idak berhalangan 
tetap a tau yang t idak d i j a tuh i p idana berdasarkan Putusan Pengadilan 
yang te lah berkekuatan h u k u m tetap d inya takan gugur dan Partai a tau 
Gabungan Partai Polit ik pengusul calon a tau Pasangan Calon t idak 
dapat mengusu lkan Calon atau Pasangan Calon la in ; 

e. da lam ha l salah satu calon dar i Pasangan Calon berhalangan tetap a tau 
d i j a tuh i p idana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan h u k u m tetap dalam j angka w a k t u 29 (dua p u l u h sembilan) 
har i sebelum ha r i pemungutan suara, Partai Pol i t ik a tau Gabungan 
Partai Pol i t ik t idak dapat mengusu lkan calon pengganti, salah satu 
calon dar i Pasangan Calon yang t idak berhalangan tetap a tau t idak 
d i j a tuh i p idana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan h u k u m tetap d i te tapkan sebagai Pasangan Calon; dan 

f. da lam ha l salah satu calon dar i Pasangan Calon berhalangan tetap a tau 
d i j a tuh i p idana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan h u k u m tetap sebagaimana d imaksud da lam h u r u f d, KPU 
Provinsi Lampung wajib m e n g u m u m k a n kepada masyarakat . 

8. Da lam ha l terdapat keadaan sebagaimana d imaksud da lam angka 7 h u r u f 
e, KPU Provinsi Lampung me lan ju tkan Pemil ihan dengan salah satu calon 
dar i Pasangan Calon yang t idak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon 
peserta Pemil ihan. 

9. KPU Provinsi Lampung me lakukan veri f ikasi terhadap kelengkapan dan 
kebenaran dokumen persyaratan calon a tau Pasangan Calon pengganti 
sebagaimana d imaksud pada h u r u f B angka 1, dan menetapkan Pasangan 
Calon pa l ing lama 7 (tujuh) ha r i sejak d i ter imanya surat pengusulan calon 
a tau Pasangan Calon pengganti. 

10. KPU Provinsi Lampung me lakukan veri f ikasi terhadap kelengkapan dan 
kebenaran dokumen persyaratan calon a tau Pasangan Calon pengganti 
sebagaimana d imaksud dalam h u r u f B angka 2, pa l ing lambat 3 (tiga) har i 
sejak d i ter imanya surat pengusulan calon a tau Pasangan Calon pengganti. 

11 . KPU Provinsi Lampung menyampaikan has i l veri f ikasi sebagaimana 
d imaksud pada angka 9 secara ter tu l is kepada Pasangan Calon pengganti 
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pal ing lambat 1 (satu) ha r i sejak d inyatakan memenuh i syarat a tau t idak 
memenuh i syarat. 

12. Dalam ha l dar i has i l penel i t ian sebagaimana d imaksud da lam angka 10 
calon a tau Pasangan Calon pengganti d inyatakan t idak memenuh i syarat, 
Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Polit ik t idak dapat mengusulkan calon 
a tau Pasangan Calon pengganti. 

13. Partai Pol i t ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang calon a tau Pasangan Calon 
pengganti d inya takan t idak memenuh i syarat sebagaimana d imaksud pada 
angka 11 t idak dapat mengal ihkan dukungannya kepada Pasangan Calon 
la in . 

14. Dalam ha l berdasarkan hasi l penel i t ian terhadap calon a tau Pasangan 
Calon pengganti d inyatakan t idak memenuh i syarat sebagaimana 
d imaksud da lam angka 11 dan mengakibatkan j u m l a h Pasangan Calon 
kurang u a n 2 (Uuaj p a s a n g a n , i \ r u n i u v m s i n a n i p u n g n ieniUUKa K c i n u a n 
pendaftaran Pasangan Calon. 

15. Masa pendaftaran sebagaimana d imaksud pada angka 13 d ibuka pal ing 
lama 3 (tiga) har i . 



BAB VI I I 
LARANGAN DAN SANKSI 

A. Larangan Bagi Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Pol i t ik 

1. Partai Pol i t ik a t au Gabungan Partai Polit ik d i larang mener ima imbalan 
dalam ben tuk apapun pada proses pencalonan Pemil ihan. 

2. Setiap orang a tau lembaga di larang memberi imba lan kepada Partai Politik 
a tau Gabungan Partai Polit ik dalam bentuk apapun dalam proses 
pencalonan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung T a h u n 2018. 

3. Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik yang mener ima imbalan 
sebagaimana d imaksud pada angka 2, harus d i b u k t i k a n dengan pu tusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan h u k u m tetap. 

4. Dalam ha l Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik t e rbuk t i mener ima 
imbalan sebagaimana d imaksud pada angka 1, Partai Polit ik a tau 
Gabungan Partai Polit ik yang bersangkutan d i larang mengajukan Pasangan 
Calon pada periode ber ikutnya d i daerah yang sama. 

5. Dalam ha l pu tusan pengadilan yang telah mempunya i kekuatan h u k u m 
tetap menyatakan seseorang atau lembaga t e rbuk t i member i imbalan 
dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemil ihan, 
a tau Pasangan Calon terp i l ih , a tau sebagai Gubernur dan Waki l Gubernur 
Lampung T a h u n 2018 d ibata lkan. 

6. Setiap Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang t e rbuk t i menerima 
imbalan sebagaimana d imaksud pada angka 1, d ikenakan sanksi 
sebagaimana d imaksud dalam undang-undang tentang Pemil ihan. 

B. Larangan Bagi Baka l Calon Selaku Petahana 

1. Bakal Calon selaku petahana di larang me lakukan penggantian pejabat 6 
(enam) bu l an sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan 
akh i r masa j aba tan a tau (tanggal 12 Agustus 2017). 

2. Bakal Calon selaku petahana di larang menggunakan kewenangan, 
program, dan kegiatan Pemerintah Daerah u n t u k kegiatan pemi l ihan 6 
(enam) bu l an sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan 
penetapan Pasangan Calon Terpi l ih . 

3. Dalam ha l Bakal Calon selaku petahana melanggar ke tentuan sebagaimana 
d imaksud pada angka 1 dan angka 2, petahana yang bersangkutan 
d inyatakan t idak memenuh i syarat. 

C. Sanksi 

1. Pasangan Calon d ikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemil ihan 
oleh KPU Provinsi Lampung apabila: 
a. Pasangan Calon dan/atau T im Kampanye t e rbuk t i menjanj ikan 

dan/atau member ikan uang a tau mater i la innya u n t u k memengaruhi 
pemi l ih berdasarkan pu tusan pengadilan yang telah mempunya i 
kekua tan h u k u m tetap, sebelum ha r i pemungutan suara; 

b. Pasangan Calon t e rbuk t i me lakukan t indak p idana kejahatan yang 
d iancam pidana penjara pal ing s ingkat 5 (lima) t a h u n a tau lebih 
berdasarkan p u t u s a n pengadilan yang telah mempunya i kekuatan 
h u k u m tetap, sebelum ha r i pemungutan suara; 

c. Pasangan Calon t e rbuk t i mener ima dan/atau member ikan imba lan 
dalam proses pencalonan berdasarkan pu tusan pengadilan yang telah 
mempunya i kekuatan h u k u m tetap; 
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d. Pasangan Calon t e rbuk t i me lakukan kampanye d i media cetak atau 
e lektronik, berdasarkan rekomendasi Bawas lu Provinsi Lampung a tau 
Keputusan KPU Provinsi Lampung; 

e. Me lakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bu l an sebelum tanggal 
penetapan Pasangan Calon sampai dengan akh i r masa jabatan , bagi 
Calon a tau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; 

f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah 
u n t u k kegiatan pemi l ihan sejak 6 (enam) bu l an sebelum di te tapkan 
sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon 
Terpi l ih , bagi Calon a tau Pasangan Calon yang berstatus sebagai 
Petahana; dan 

g. t idak menyerahkan surat iz in cu t i kampanye, bagi Calon yang berstatus 
sebagai Petahana. 

Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemil ihan sebagaimana d imaksud 
pada angka 1, t idak mengubah nomor u r u t Pasangan Calon peserta 
Pemil ihan yang la in . 



BAB IX 
TANGGAPAN MASYARAKAT 

KPU Provinsi Lampung m e n g u m u m k a n daftar Baka l Pasangan Calon 
beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat u n t u k mendapat masukan 
dan tanggapan dan d isampaikan kepada KPU Provinsi Lampung pada laman KPU 
Provinsi Lampung dan/a tau media cetak a tau media e lektronik sampai dengan 
masa penel i t ian y a i t u dar i tanggal 10 s/d 16 J a n u a r i 2018. Masukan dan 
tanggapan d ibuat secara ter tul is dan di lengkapi dengan identi tas yang jelas dan 
fotokopi Ka r tu Tanda Penduduk. 

BAB IX 
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA 

1. Sengketa ta ta usaha negara Pemil ihan merupakan sengketa yang t i m b u l 
da lam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi 
Lampung a tau KPU Kabupaten/Kota sebagai ak ibat d ike luarkannya 
Keputusan KPU Provinsi Lampung dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang 
penetapan Pasangan Calon peserta Pemil ihan. 

2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan mela lu i upaya 
adminis t ras i d i Bawas lu Provinsi Lampung a tau Panwas Kabupaten/Kota. 

3. Dalam hal mas ih terdapat keberatan atas p u t u s a n Bawaslu, dapat d ia jukan 
gugatan d i Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana d imaksud 
dalam undang-undang tentang Pemil ihan. 

BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republ ik 
Indonesia, Pegawai Negeri Sipi l , KPU, KPU Provinsi, dan PPK, PPS, KPPS, 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, 
PPL, pegawai kesekretar iatan penyelenggara Pemil ihan, pengawas Pemil ihan, 
Kepala Desa a tau sebutan la in dan perangkat Desa a tau sebutan la in d i larang 
member ikan d u k u n g a n kepada Pasangan Calon perseorangan. 

2. Dalam ha l dar i has i l penel i t ian admin is t ras i dan/atau penel i t ian faktua l , 
t e rbuk t i adanya d u k u n g a n d u k u n g a n d imaksud d inyatakan t idak memenuhi 
syarat. 

3. Pasangan Calon dapat mencan tumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, 
dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan 
syarat calon. 

4. Pencantuman gelar akademik d i b u k t i k a n dengan fotokopi ijazah yang telah 
dilegalisir. 

5. U n t u k memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan 
dokumen d u k u n g a n Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan 
Pasangan Calon peserta Pemil ihan, KPU Provinsi Lampung dapat 
memanfaatkan sarana teknologi. 

6. Dalam ha l Partai Pol i t ik te lah berganti nama a tau bergabung menjadi Partai 
Polit ik ba ru dengan badan h u k u m yang ba ru , KPU Provinsi Lampung 
meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menter i . 

7. Kepala Desa yang d ica lonkan oleh Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai Pol it ik 
menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan d i r i yang d i b u k t i k a n dengan 
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surat pernyataan bersedia mengundurkan d i r i sejak d i te tapkan sebagai 
Pasangan Calon yang d isampaikan pada saat pendaftaran. 

8. Perangkat Desa yang d ica lonkan oleh Partai Pol i t ik a t au Gabungan Partai 
Polit ik menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan d i r i yang d i b u k t i k a n 
dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan d i r i sejak d i te tapkan 
sebagai Pasangan Calon yang d isampaikan pada saat pendaftaran. 

9. Kepala Desa a tau Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada angka 7 dan 
angka 8, wajib menyampaikan: 

a. surat pengajuan pengunduran d i r i kepada pejabat yang berwenang; 
b. tanda ter ima dar i pejabat yang berwenang atas penyerahan surat 

pengunduran d i r i ; dan 
c. surat keterangan bahwa pengunduran d i r i sedang diproses oleh pejabat 

yang berwenang, kepada KPU Provinsi Lampung pal ing lambat 5 (lima) 
ha r i sejak d i te tapkan sebagai calon, a tau tanggal 17 Februar i 2018. 

10. Kepala Desa a tau Perangkat Desa angka 7 dan angka 8, wajib 
menyampaikan keputusan pemberhent ian pal ing lambat 60 (enam puluh) 
har i sejak d i te tapkan sebagai calon, a tau tanggal 13 Apr i l 2018. 

11. Dalam ha l terdapat pengaduan a tau laporan tentang ket idakbenaran 
i jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon a tau Pasangan Calon pada 
salah satu a tau semua jenjang pendid ikan setelah d i l akukan penetapan 
Pasangan Calon, KPU Provinsi Lampung meneruskan kepada p ihak yang 
berwenang u n t u k d i t indak lan ju t i sampai dengan adanya pu tusan 
pengadilan yang berkekuatan h u k u m tetap. 

12. Dalam ha l p u t u s a n pengadilan menyatakan i jazah/Surat Tanda Tamat 
Belajar (STTB) Calon a tau Pasangan Calon sah, penggunaan i jazah/Surat 
Tanda Tamat Belajar (STTB) d imaksud d inyatakan t idak memenuh i syarat 
dan d i t indak lan ju t i . 

13. Dalam ha l sampai dengan berakhi rnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 
(satu) Pasangan Calon yang d i ter ima pendaftarannya dan mas ih terdapat 
Partai Pol it ik a tau Pasangan Calon perseorangan yang be lum mendaftar, 
d i l akukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan: 
a. apabila perolehan k u r s i dar i satu atau lebih Partai Pol it ik yang be lum 

mendaftar mencapai pal ing kurang 2 0 % (dua p u l u h persen) a tau 
perolehan suaranya mencapai pal ing k u r a n g 2 5 % (dua p u l u h l ima 
persen), maka komposis i Partai Polit ik a tau Gabungan Partai Polit ik yang 
mengusung Pasangan Calon yang telah d i ter ima pendaftarannya, t idak 
dapat d iubah ; 

b. apabila perolehan k u r s i dar i satu a tau lebih Partai Pol it ik yang be lum 
mendaftar t idak mencapai pal ing k u r a n g 2 0 % (dua p u l u h persen) a tau 
perolehan suaranya t idak mencapai pal ing k u r a n g 2 5 % (dua p u l u h l ima 
persen), maka Pasangan Calon yang telah d i te r ima pendaftarannya dapat 
mendaftar kembal i dengan komposisi Partai Pol i t ik a tau gabungan parta i 
po l i t ik yang berbeda; a tau 

c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah 
menyerahkan syarat dukungan serta telah meng ikut i penel i t ian 
admin is t ras i dan faktual , n a m u n t idak mendaftar pada masa 
pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. 

14. Dalam ha l sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 
(satu) Pasangan Calon yang d i ter ima pendaftarannya dan t idak terdapat 
Partai Pol it ik a tau beberapa Partai Pol it ik yang be lum mendaftar, d i l akukan 
perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah 
menyerahkan syarat, n a m u n t idak mendaftar pada masa pendaftaran. 

15. Dalam ha l berdasarkan has i l veri f ikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan 
Calon yang memenuh i syarat, d i l akukan pembukaan kembal i pendaftaran. 
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16. Dalam ha l terdapat keadaan: 
a. setelah d i l a k u k a n penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa 

perpanjangan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang 
mendaftar; 

b. terdapat lebih dar i 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan 
berdasarkan has i l veri f ikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon 
yang d inya takan memenuh i syarat, dan setelah d i l a k u k a n penundaan 
sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembal i pendaftaran, 
t idak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, a tau Pasangan Calon 
yang mendaftar berdasarkan hasi l penel i t ian d inya takan t idak memenuh i 
syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; 

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat d imula inya masa 
Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang 
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; 

d. sejak d imu la inya masa Kampanye sampai dengan har i pemungutan 
suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang 
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; a tau 

e. terdapat Pasangan Calon yang d ikenakan sanksi pembatalan sebagai 
peserta Pemil ihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan 
Calon; 

KPU Provinsi Lampung me lan ju tkan penyelenggaraan Pemil ihan dengan 1 
(satu) Pasangan Calon. 

17. Tata cara penyelenggaraan Pemil ihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon 
berpedoman pada Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m yang mengatur 
tentang Pemil ihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon. 

18. Bentuk dan jen is formul i r u n t u k keper luan pencalonan, t e rcantum da lam 
Lampiran I I yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Keputusan KPU 
Provinsi Lampung. 

BAB XI 
PENUTUP 

Demik ian Keputusan KPU Provinsi Lampung i n i d ibuat , u n t u k d i jadikan 
pedoman dalam Pencalonan u n t u k Pasangan Partai Pol it ik a tau Gabungan Partai 
Polit ik da lam Pemil ihan Gubernur Dan Waki l Gubernur Lampung T a h u n 2018. 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

INSI LAMPUNG 
i Bagian H u k u m , Teknis dan Hupmas, 

Di te tapkan d i Bandar Lampung 
pada tanggal 10 September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI LAMPUNG, 

t t d 

NANANG TRENGGONO 

'.eifobusqrrYth: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta; 
3. Gubernur Lampung di Telukbetung; 
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
5. Kapolda Lampung di Telukbetung; 
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan 
8. Himpunan Keputusan. 



LAMPIRAN I I 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR28/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK 
PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU 
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

FORMULIR PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU 
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

A. SYARAT CALON 
1. MODEL BB. 1-KWK 

SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
LAMPUNG TAHUN 2018; 

2. MODEL BB.2-KWK 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
LAMPUNG TAHUN 2018; 

3. MODEL B B . 3 - K W K 
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA 
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD); 

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK 

1. MODEL B-KWK PARPOL 
SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
LAMPUNG TAHUN 2018; 

2. MODEL B. 1-KWK PARPOL 
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG 
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
LAMPUNG TAHUN 2018; 

3. MODEL B.2-KWK PARPOL 
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN 
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018; 

4. MODEL B.3-KWK PARPOL 
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI 
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON 
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018; 

5. MODEL B.4-KWK PARPOL 
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI , DAN PROGRAM 
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG 
TAHUN 2018 DENGAN RPJP DAERAH. 

Di te tapkan d i Bandar Lampung 
Salinan sesuai dengan asl inya P a d a t a n ^ a l 1 0 September 2017 

EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
^6Vfel^> :LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG, 

Kepal^Bagian H u k u m , Teknis dan Hupmas, 

NANANG TRENGGONO 



SURAT PERNYATAAN 

MODEL BB.l -KWK 

BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR 
LAMPUNG TAHUN 2018 

Yang bertanda tangan di bawah in i : 

a. Nama 

b. NIK 

c. Jenis kelamin 

d. Pekerjaan 

e. Tempat dan tanggal 

f. Alamat tempat tinggal 

./ tahun lahir/umur 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya: 

A. UMUM 

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 

4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 
ayat (1) huru f o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan; 

5. belum pernah menjabat sebagai: 

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, 
Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; 

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon 
Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau 

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil 
Gubernur Lampung Tahun 2018. 

B. KHUSUS 

Beri centang 
pada kolom 

ini 
Uraian Status Khusus 

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis). 

Terpidana karena alasan politik 

Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan 
secara terbuka dan ju jur mengemukakan kepada publik 
bahwa sava sedang menialani pidana tidak di dalam peniara 
Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya 
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan 
bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan 
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak 
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Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara 
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 
jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar 
narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap 
n n n l / e ^ r t o C P P Q rex f p r h l l I rQ H t l f l 1111111" TTIPT~1 0"PTT11 1 K £1 K U f l K P f l O H PI c i l l c i x v , b C l L a o C C c t T ct L C I U Llxvct L t c l l 1 J U .J H I l l l C l l g C l I l H J V C U V C U . 1 x\.i^ J - /CCV-4CA 

publik bahwa saya adalah: 
a. mantan terpidana; dan 
b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; 

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil 
Gubernur /Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari 
daerah lain. 

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa 
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, 
Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan dir i di daerah 
yang sama. 

Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat 
Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia 
mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 
ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

bersedia mengundurkan dir i sebagai Anggota 
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 
h p r ^ s P H i P i m p n c m n H n r k f l T i H i r i ^ p V i P f y a i A n c f y n t a T p n t a r ^ i N a ^ i r m ^ i l 

Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

bersedia menpundurkan diri sebapai Kenolisian N e p a r a 

Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

h p f ^ i p H i a m P T I P I I T I H I I f i r k i n H i r i C I P V I P a p i P p c y ^ i w f l i l \Tpo"PTi ^ i n i l Q p i a l / 
U ^ l OV^VJ.lCi l l l V l l g U i i U U l JVCUl V-4.il 1 O L U C t c C U X C c C l W C U 11 V7fciV71 1 O l \Jxx o C J i t 1 \ 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 
n P f Q P f i i P T T I P T I c m n H n f I r c i T i H i f i ^ j pHacrc i i T I I T Q V I / T ^ p n a l o H P C Q n t a n w t l OVJLilct l i l C i i g j U - i i C l L l i xvcu.1 KALI 1 o C U d g C U . L/U.I c l l l / I V C UcL l c t l _ / C o c l d L d U 

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak 
ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai 
Pasangan Calon 

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP 
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS 

Demikian surat pernyataan in i dibuat dengan sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 

Yang Membuat Pernyataan, 
Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur*) 

Materai 
Rp.6.000,-

Keterangan: 
*) Pilih Salah Satu 

http://V-4.il
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MODEL BB.2-KWK 

D A F T A R RIWAYAT H I D U P 
CALON G U B E R N U R / W A K I L G U B E R N U R L A M P U N G T A H U N 2 0 1 8 

A. Data Pribadi 

N a m a L e n g k a p 

i empat/ 1 anggai Labir 

NIK 
U s i a 
Alamat Tempat Tinggal 

Email 
Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan *) 
Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *). 
Agama 

NPWP 
Hobi 

Moto H i d u p 

B. Riwayat Pendidikan **) 

P e n d i d i k a n F o r m a l 

J e n j a n g I n s t i t u s i T a h u n ( m a s u k - l u l u s ) 

P e n d i d i k a n I n f o r m a l 

J e n j a n g I n s t i t u s i T a h u n 

P e n g a l a m a n Peker j a a n **) 

J a b a t a n I n s t i t u s i T a h u n 



D. Penga l aman Organ i sa s i **) 

Jabatan Institusi Tahun 

E. P u b l i k a s i **) 

Judul Tahun Terbit 

F. P engha rgaan **) 

Nama Penghargaan Institusi Tahun 

G. D a t a Ke fua rga 

Hubungan Nama Pekerjaan 

Istri/Suami 
Jumlah Anak 
A n a k 1. ... 

2. ... 
3. d s t ... 

H. La in- la in : 
Daftar r iwayat h i d u p i n i d ibua t dengan sebenarnya u n t u k 
d i gunakan sebagaimana mest inya dan bersedia/t idak bersedia*) 
d i pub l i kas ikan oleh KPU Provinsi Lampung. 

20.... 

Yang Membuat Pernyataan, 
Bakal Calon Gubernur/ Wakil Gubernur 

Materai 
Materai 

Rp.6.000,-



Menge tahu i * * , ) 

D P W / D P D / D P C Pa r t a i P o l i t i k a t a u s e b u t a n l a i n / G a b u n g a n 

D P W / D P D / D P C Pa r t a i Po l i t i k a t a u s e b u t a n l a i n P r o v ins i L a m p u n g 

Yang Mengajukan Pasangan Calon 

Partai 

Ketua © S e k r e t a r i s 

Yang Mengajukan Pasangan Calon 
Partai 

Ketua S e k r e t a r i s 

. © 
Yang Mengajukan Pasangan Calon 

Partai 

Ketua — S e k r e t a r i s © 
Keterangan: 
*) coret yang tidak perlu. 
**) dimulai dari tahun yang lebih awal. 
***) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik. 



MODEL BB.3-KWK 
>» —I 

SURAT PERNYATAAN B E R H E N T I DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MIL IK 
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MIL IK DAERAH (BUMD) 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

a. Nama : 
b. NIK : 
c. Nomor Pegawai : 
d. Jenis Kelamin : 
e. Tempat dan Tanggal : / tahun 

Lahir/Umur 
f. Alamat Tempat Tinggal : 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada 
BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan 
Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. 

Demikian surat pernyataan in i saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

, 20... 

Materai 
Rp.6.000,-

Keterangan: 

*) Wajib d i i s i oleh calon yang berhent i sebagai pejabat pada B U M N / B U M D dan d iserahkan pa l ing 
lambat 5 (lima) h a r i sejak penetapan pasangan calon 

**) P i l ih Salah Satu 



ff = = = 
MODEL B-KWK PARPOL 

SURAT PENCALONAN 
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 

bersama in i didaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung oleh 

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau 

sebutan lain*) Partai atau Gabungan Partai Politik*) yang 

meliputi: 

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) 

kursi /partai*); 

2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) 

kursi/partai*); 

3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) 

kursi/partai*). 

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak kursi/suara*) dan telah 

memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi sebanyak kursi 

atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu anggota DPRD 

Provinsi sebanyak suara sah. 

Nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didaftarkan: 

1. Calon Gubernur: 

2. Calon Wakil Gubernur: 

Surat pencalonan in i sebagai bukt i pemenuhan syarat pengajuan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang 

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 

Demikian surat Pencalonan in i saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 



20. 

D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k a t a u s e b u t a n l a i n / G a b u n g a n 
D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k P r o v i n s i L a m p u n g 

Y a n g Menga j ukan P a s a n g a n Ca lon* ) 

P a r t a i 

Ke tua S e k r e t a r i s 

Materai 

Partai 

Ketua S e k r e t a r i s 

Materai 

^ c © J 

Partai 

Ketua S e k r e t a r i s 
/ \ 

Materai 

V > 

( ) ( ) 

Keterangan: 

*) Pilih salah satu 
**) Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik 



MODEL B. 1 -KWK PARPOL 
1 * 

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT 
PARTAI 
NOMOR: 

TENTANG 

P E R S E T U J U A N PASANGAN CALON 
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 
Tahun 2018 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Partai 

, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai , memberikan 
persetujuan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur: 

1. Nama Calon Gubernur: 

2. Nama Calon Wakil Gubernur: 

Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. 

Demikian keputusan in i dibuat dengan sebenarnya un tuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

20.... 

Dewan Pimpinan Pusat 
Partai 

S e k r e t a r i s J e n d e r a l 
a t a u S e b u t a n L a i n * ) 

( ) 

Keterangan: 

Ketua U m u m atau 
Sebutan Lain*) 

Materai 

*) Pilih salah satu 



SURAT PERNYATAAN K E S E P A K A T A N 
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POL IT IK *) DALAM PENCALONAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

Yang bertandatangan dibawah in i , Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Lampung 

3. Partai 

menyatakan: 

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan 

2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah 

diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK Parpol) 

atas nama: 

1. Calon Gubernur: 

2. Calon Wakil Gubernur: 

Demikian surat pernyataan in i dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

Partai atau Gabungan Partai Politik*) Provinsi Lampung yang meliputi: 

2. Partai 

1. Partai ; dan 

; dan 

20... 

D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k a t a u s e b u t a n l a i n / G a b u n g a n 
D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k P r o v i n s i Lampung 

Y a n g Menga jukan P a s a n g a n Ca lon* ) 

P a r t a i 

Ke tua S e k r e t a r i s 
Materai 



P a r t a i 

Ke tua S e k r e t a r i s 

Materai 

P a r t a i 

Ke tua 

Materai 

S e k r e t a r i s 

Keterangan: 
1. *) Pilih salah satu 
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik 



ft < 

MODEL B.3-KWK PARPOL 
> 1 

PERNYATAAN KESEPAKATAN 
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DENGAN 

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 

Yang bertandatangan dibawah in i , Pimpinan: 

1. Partai 
2. Partai 

3. Partai 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan 

1. Nama Calon Gubernur: 

2. Nama Calon Wakil Gubernur: 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sesuai ketentuan Undang-Undang 

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 

Demikian kesepakatan in i dibuat dengan sebenarnya un tuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

20... 

D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k a t a u s e b u t a n l a i n / G a b u n g a n 
D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k P r o v i n s i Lampung 

Y a n g Menga jukan P a s a n g a n Ca lon* ) 

P a r t a i 

K e t u a S e k r e t a r i s 

Materai 

P a r t a i 

K e t u a S e k r e t a r i s 

Materai 
Cap 



P a r t a i 

Materai 

K e t u a 

Pasangan Calon 

S e k r e t a r i s 

Calon Gubernur Calon Waki l Gubernur 

Keterangan: 
*) Pi l ih salah sa tu 
**)Setiap ha laman d i b u b u h i paraf oleh P impinan Partai Pol i t ik a t au Gabungan 
Partai Pol i t ik 



MODEL B.4-KWK PARPOL 

PERNYATAAN KESESUAIAN 
NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM 

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN RPJP DAERAH 

Yang bertanda tangan dibawah ini , Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi 

Lampung Partai atau Gabungan Partai Politik Provinsi Lampung 

yang meliputi: 

1. Partai ; 

2. Partai ; dan 

3. Partai ; 

Menyatakan bahwa naskah, visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Lampung, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) 

daerah. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya , 20... 

D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k a t a u s e b u t a n l a i n / G a b u n g a n 
D P W / D P D / D P C P a r t a i P o l i t i k P r o v i n s i Lampung 

Yang M e n g a j u k a n P a s a n g a n C a l o n * ) 

P a r t a i 

S e k r e t a r i s 

( ) 

K e t u a 

Materai 

( ) 

P a r t a i 

K e t u a S e k r e t a r i s 

Materai 

^ c © j 



P a r t a i 

Ketua 

Materai 

Sekretar i s 

Keterangan: 
1. *) Pilih salah satu 
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

Di te tapkan d i Bandar Lampung 
pada tanggal 10 September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI LAMPUNG, 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

^ I N S I LAMPUNG 
^Bagian H u k u m , Teknis dan Hupmas, 

t t d 

NANANG TRENGGONO 


